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KATA PENGANTAR 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang akuntabel 

sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan 

yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan 

dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita–cita masyarakat dalam 

mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan 

perjanjian kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan 

program/kegiatan dapat berlangsung sesuai target-target yang telah 

ditentukan. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, disusunlah penetapan/perjanjian 

kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser yang mempunyai tugas 

pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah urusan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, sebagai perwujudan 

akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari penetapan/ perjanjian kinerja 

sesuai dengan visi,misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Dengan tersusunnya penetapan/perjanjian kinerja ini, kami 

menyadari masih banyak yang belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari 

kekurangan-kekurangan, namun demikian telah dilakukan upaya untuk 

merumuskan dan menyusun semaksimal mungkin. Mudahmudahan 

Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser ini dapat 

dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah 

dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Paser. 

 

Tana Paser,   07   Januari 2025 
Pihak Pertama 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

 
 

H. Muhammad Guntur, S.Sos,MM 
NIP. 19670717 198602 1 001 

  



PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih 

rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan 

indikator kinerja. Penyusunan perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Paser dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja 

yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama sesuai dengan Visi, 

Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. 

Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya 

membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, 

akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. 

Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang 

perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita–cita 

masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan 

hal itu,diperlukan perjanjian kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga 

penyelenggaraan program/kegitan dapat berlangsung sesuai target-target 

yang telah ditentukan. 

Dalam kerangka pembangunan good governance,kebijakan umum 

pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada 

hasil (result oriented government).Output merupakan hasil langsung dari 

program -program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat 

berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan.Sedangkan outcome adalah 

berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat 

kepada masyarakat. Outcome inilah yang dipandang sebagai kinerja. 

Sehubungan dengan itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser 

menyusun perjanjian kinerja dalam rangka mengukur dan meningkatkan 

kinerja serta akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Paser.Perjanjian kinerja ini mempunyaimanfaat sangat penting, disamping 

sebagai dokumen tolok ukur kinerja, juga untuk menunjukkan target-target 

yang harus dicapai berdasarkan tolok ukur indikator kinerja yang telah 

ditetapkan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam penegakan 

Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) serta 

memberikan pelayanan bidang ketentraman dan ketertiban umum. 

 

 

 



B. Tugas Pokok dan Fungsi 

Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Paser Nomor 20);Serta Peraturan Bupati Paser Nomor 78 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Perangkat Daerah;disebutkan bahwa tugas pokok Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Paser adalah : 

Satuan mempunyai tugas: 

1. Menetapkan program/rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja 

berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

2. Mengkoordinasikan antar Instansi/Lembaga terkait sesuai dengan 

ketentuan dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

3. Memimpin penyusunan dan perumusan langkah–langkah strategis 

dan operasional satuan bersama sekretaris dan para kepala bidang 

dilingkungan satuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; 

4. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

5. Menyelenggarakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah yang berlaku di wilayahnya; 

6. Menyelenggarakan pelayanan di bidang ketenteraman dan 

ketertiban umum serta perlindungan kepada masyarakat; 

7. .Melaksanakan tindakan represif dalam rangka mencegah 

timbulnya pelanggaran; 

8. Memimpin tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga 

masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan 

pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; 

9. Mengkoordinasikan dan membangun sinergitas dengan Forum 

Komunikasi Pimpinan Daerah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Daerah dan atau aparatur lainnya; 

10. Memimpin pelaksanaan penindakan warga masyarakat, aparatur, 

atau badan hukum yangmengganggu ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat Menyelenggarakan tindakan 



penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat , 

aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran 

atas Perda dan/atau Perkada; 

11. Menyelenggarakan tindakan administratif terhadap warga 

masyarakat, aparatur, dan/atau badan hukum yang melakukan 

pelanggaran atas Perda dan Perkada; 

12. Mengkoordinasikan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan 

pengawasan, pembinaan dan penertiban pelanggaran atas Perda 

dan Perkada; 

13. Menerima tembusan ijin-ijin yang dikeluarkan oleh instansi yang 

berwenang sebagai bahan dalam rangka pengawasan pembinaan 

dan penertiban pelanggaran Perda dan Perkada; 

14. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; 

15. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang 

tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan 

tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

16. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

17. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi 

kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier 

bawahan; 

18. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di 

bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku; 

19. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan 

lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban kepada atasan;dan 

20. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

atasan. 

 

C. Tujuan Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam 

bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/ unit 



kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang 

memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. 

Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja 

yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan 

langsungnya. Penetapankinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja 

yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam 

suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang 

dikelolanya.Penyusunan Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Paser dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas, 

transparansi dan kinerja aparatur sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan 

Sasaran yang telah ditetapkan. 

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah : 

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan 

pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas 

transparansi dan kinerja aparatur; 

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja 

aparatur; 

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian 

tujuan dan sasaranorganisasi dan sebagai dasar pemberian 

penghargaan dan sanksi; 

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, 

evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja 

penerima amanah; 

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 

 



 

 

 

PERJANJIAN KINERJA 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASER 

TAHUN 2025 

 

Dalam Rangka Mewujudkan Manajemen Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, 

Transparan dan Akuntabel, serta berorientasi Pada Hasil, yang bertanda tangan 

dibawah Ini : 

Nama  : H. Muhammad Guntur,S. Sos,MM 

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama. 

Nama  : dr. Fahmi Fadli 

Jabatan : Bupati Paser 

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua. 

Pihak Pertama Berjanji Akan Memenuhi Target Kinerja Sesuai Lampiran Perjanjian 

Kinerja Ini, Setiap Keberhasilan ataupun Kegagalan Dalam Pencapaian Target 

Kinerja Tersebut Akan Menjadi Tanggung Jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua Akan 

Melakukan Supervisi dan Pendampingan yang diperlukan, serta Akan Melakukan 

Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja, Juga Akan Mengambil Tindakan Yang 

Diperlukan Dalam Rangka Pemberian Penghargaan dan Sanksi Kepada Pihak 

Pertama Dalam Mencapat Target Kinerja Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja Ini. 

 

 Tana Paser,  07 Januari 2025 
Pihak Kedua  Pihak Pertama 
Bupati Paser  Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

 
 

 

 
dr. Fahmi Fadli  H. Muhammad Guntur, S.Sos,MM 

  NIP. 19670717 198602 1 001 



Lampiran 1 

PERJANJIAN KINERJA 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASER  

TABEL KINERJA 

TAHUN 2025 

 

NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. 
Meningkatnya Tata Kelola 

Akuntabilitas Pemerintahan 
Nilai Evaluasi SAKIP 65 (B) 

2. 
Meningkatnya Ketentraman  dan 

Ketertiban  Umum di Masyarakat 

Persentase Penurunan 

Pelanggaran PERDA 
100% 

 

 

NO PROGRAM ANGGARAN KET 

(1) (2) (3) (4) 

1. Program Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
Rp. 27.097.096.029,00,- APBD 

2. Program Peningkatan Ketentraman 

dan Ketertiban Umum 
Rp.  8.049.075.000,00,- APBD 

 Total Rp. 35.146.171.029,-  

 

 

 

 Tana Paser,  07 Januari 2025 
 

Pihak Kedua  Pihak Pertama 
Bupati Paser  Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

 

 

 
Dr. Fahmi Fadli  H. Muhammad Guntur, S.Sos,MM 

  NIP. 19670717 198602 1 001 
 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

PERJANJIAN KINERJA 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASER  

PENJELASAN KINERJA 

TAHUN 2025 

 

Uraian Sasaran 1 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Memiliki Satu Sasaran Utama yaitu  

“Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat” Yang 

dimaksud dalam Sasaran Kinerja ini Adalah Meningkatnya ketentraman dan 

ketertiban umum dapat diwujudkan melalui beberapa upaya, di antaranya: 

Penegakan peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah, Penanganan 

gangguan ketentraman dan ketertiban umum, Perlindungan masyarakat. 

Ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) merupakan kondisi yang 

memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan 

secara teratur, tertib, dan tenteram. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 

merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang dimana Satuan Polisi 

Pamong Praja (Satpol PP) memiliki tugas untuk menyelenggarakan ketentraman dan 

ketertiban umum, menegakkan perda dan perkada, serta melindungi 

masyarakat.Sebagai Pedoman Dasar hukum Dalam Mencapai Kinerja Antara Lain: 

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Insttasni 

Pemerintahan; 

2. Keputusan Bupati Paser Nomor 100.3.3.2/KEP-971/2023 tentang Pedoman 

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Adapun Isu Strategis Sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser 

sampai dengan Tahun 2025, adalah : 

1. Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun; 

2. Tingkat pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati yang 

ditegakkan; 

3. Cakupan penanganan gangguan trantibum; 

4. Jumlah peraturan daerah yang ditegakkan; 

5. Jumlah peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) 

 

 

 

 



Indikator Kinerja 1 

Sasaran Kinerja Memiliki Indikator Kinerja yang akan menggambarkan secara 

langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain: 

 

NO URAIAN RELEVANSI FORMULASI SUMBER 
DATA 

1. Persentase 
Penurunan 
Pelanggaran 
PERDA 

Meningkatkan Penanganan 
Pelanggaran Perda dengan 
meningkatkan Pengetahuan 
Masyarakat / Kelompok 
Masyarakat Rawan Pelanggaran 
Perda dan melaksanakan 
Penegakan perda serta 
mengawal penegakan perda 
sampai ke persidangan supaya 
memberikan efek jera 

Jumlah 
Pelanggaran Perda 

(n-1) –Jumlah 
Pelanggaran 
(n)/jumlah 

Pelanggaran n) x 
100% 

Satpol PP 

 

Target Kinerja 1 

Dalam Perjanjian Kinerja ini, Setiap Indikator Kinerja Telah ditetapkan Besaran 

Target Kinerja Yang Akan dicapai dengan Penjelasan Sebagai Berikut: 

 

INDIKATOR KINERJA TARGET PENJELASAN 

Persentase Penurunan 

Pelanggaran PERDA 

100 1. Melaksanakan Penanganan pada setiap 

pelanggaran perda dengan menindak 

lanjuti pelanggaran perda yang terjadi baik 

dengan teguran lisan dan tertulis maupun 

sampai ke persidangan; 

2. Melaksanakan Peningkatan Kapasitas 

Anggota Satpol PP melalui Latihan Dasar, 

Diklat berjenjang, Diklat PPNS dan Diklat 

Intelejen (PPNS) serta Pembinaaan anggota 

Satlinmas di seluruh desa dan Kelurahan , 

serta melaksanakan Cegah Dini Melalui 

Patroli. 

 

Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Terdapat 3 (tiga) fungsi pemerintahan,sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasyid 

yaitu:  

1. Pelayanan (service); 

2. Pemberdayaan (empowerment);dan 

3. Pembangunan (development). 



Implikasi dari pelayanan pemerintah akan menghasilkan keadilan bagi 

masyarakat,sementara melalui pemberdayaan maka masyarakat dapat mandiri, dan 

pembangunan yang dilakukan pemerintah akan mewujudkan kemakmuran bagi 

masyarakat. Dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, 

pemerintah memiliki tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Ketentaraman dan ketertiban umum merupakan hak dan kebutuhan 

masyarakat.Dengan kata lain, pemerintah wajib menyelenggarakan kewajiban 

pelayanan tersebut untuk masyarakat.Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat 

(1),bahwa Kepala Daerah memiliki tugas “memelihara ketentraman dan ketertiban 

masyarakat”.Selanjutnya pemerintah telahmemberikan wewenang kepada 

pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan daerahnya masing-masing, 

tak terkecuali penyelenggaraaan ketentraman dan ketertiban umum. 

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah dilaksanakan oleh 

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Lebih 

lanjut pengaturan mengenai keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja diperkuat di 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 

255 ayat (1) bahwa: “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan 

Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), 

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan 

perlindungan masyarakat”. Pada ayat (2) Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 4 

(empat) kewenangan, yaitu: 

a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, 

aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau 

Perkada; 

b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 

c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau 

badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau 

Perkada; dan 

d. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur, atau 

badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. 

 

Uraian Sasaran 2 

Sasaran Kedua Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser adalah Meningkatnya 

Tata Kelola Akuntabilitas Pemerintahan.  Dijelaskan bahwa Sasaran kinerja dari 

peningkatan akuntabilitas pemerintahan adalah menjadikan instansi pemerintah 

yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif 



terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Akuntabilitas kinerja adalah 

kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, Untuk mengetahui akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah. Beberapa cara untuk meningkatkan akuntabilitas 

dalam birokrasi adalah Nilai SAKIP, Reformasi Birokrasi, Peningkatan transparansi, 

Peningkatan partisipasi masyarakat, Peningkatan sistem pengukuran kinerja. 

Sebagai Pedoman Dasar hukum Dalam Mencapai Kinerja Antara Lain: 

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Insttasni 

Pemerintahan; 

2. Keputusan Bupati Paser Nomor 100.3.3.2/KEP-971/2023 tentang Pedoman 

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

Indikator Kinerja  

Sasaran Kinerja Memiliki Indikator Kinerja yang akan menggambarkan secara 

langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain: 

 

NO URAIAN RELEVANSI FORMULASI SUMBER 
DATA 

1. Nilai 
Evaluasi 
SAKIP 

Menggambarkan Peningkatan 
Akuntabilitas Kinerja 
Perangkat Daerah 

Berdasarkan Komponen 
Penilaian SAKIP : 
1. Perencanaan Kinerja 

(30%) 
2. Pengukuran Kinerja 

(25%) 
3. Pelaporan Kinerja 

(15%) 
4. Evaluasi Kinerja 

(10%) 

Permenpan 
RB Nomor 88 
Tahun 2021  

 

Target Kinerja 2 

Dalam Perjanjian Kinerja ini, Setiap Indikator Kinerja Telah ditetapkan Besaran 

Target Kinerja Yang Akan dicapai dengan Penjelasan Sebagai Berikut: 

 

INDIKATOR KINERJA TARGET PENJELASAN 

Nilai Evaluasi SAKIP 65 (B) Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik 

pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit 

kerja utama. Terlihat masih perlu adanya 

sedikit perbaikan pada unit kerja, serta 

komitmen dalam manajemen kinerja. 

Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai 

dengan level eselon 2/unit kerja 



 

Agar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat terwujud dengan baik, harus 

dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut : (LAN, 2003:5) 

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya 

yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara; 

2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh stasf instansi yang bersangkutan; 

3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan; 

4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang 

diperoleh; 

5. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat; 

6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Target nasional akuntabilitas kinerja pemerintahan adalah untuk menjadikan 

instansi pemerintah yang akuntabel, efektif, efisien, dan responsif terhadap 

lingkungan dan aspirasi masyarakat. 

Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah menerapkan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP berisi dokumen-dokumen seperti: 

1. Indikator Kinerja Utama (IKU); 

2. Rencana Strategis (RENSTRA); 

3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT); 

4. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT); 

5. Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP).



 

 

PENUTUP 

 

Penetapan kinerja merupakan salah satu upaya dalam proses 

pelaksanaan suatu program dan kegiatan yang digunakan baik oleh para 

pelaksana maupun pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi agar 

mencapai hasil dan berkinerja tinggi. Dengan memperhatikan kriteria 

penetapan indikator kinerja yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, 

menggambarkan sesuatu yang dapat diukur serta dapat dikuantifikasi dan 

diukur,maka diharapkan didalam Penetapan Kinerja ini dapat memberikan 

informasi mengenai keberhasilan atau kesesuaiankinerja organisasi. 

Dengan adanya informasi sebagai hasil dari penetapan kinerja yang 

dibuat,organisasi dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat 

memperbaiki kegagalan,mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan 

kinerjanya di masa yang akan datang. 

Penyusunan penetapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Paser ini, 

dapat menjadi acuan dalam pembuatan beberapa dokumen dan pelaporan 

serta menjadi acuan dalammenentukan program, kegiatan dan target yang 

akan dilaksanakan serta dicapai pada suatu tahun tertentu. 
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